BAB Il

DEFINISI DAN FUNGSI ADVOKAT SEBAGAI ALAT

PENEGAK HUKUM

A. Definisi Advokat

Akar kata advokat, apabila didasarkan pda kamus latin
indonesia dapat ditelusuri dari bahasa latin yaitu advocates yaitu
yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang
meringankan.®

Menurut English language Dictionary Advokat dapat di
definisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama
seorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau
pengertian advokat tersebut menunjukan bahawa cakupan
pekerjaan advokat meliputi pekejaan yang berhubungan dengan
pengadilan dan di luar pengadilan. Sedangkan sebelum
keluarnya Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang advokat,
maka penggunaan istilah advokat di dalam praktiknya belum ada
yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Misalnya dalam

Undang-undang No 14 tahun 1970 sebagai mana diganti dengan

8 Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat ( Jakarta: Erlangga,
2011) h.2.
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Undang-undang No 35 tahun 1999, dan diganti dengan Undang-
undang No 4 tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undng-
undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,
menggunakn istilah Hukum dan Advokat.™

Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Acara Pidana (KUHAP), Undang-undng No 2 tahun
1986 tentang peradilan umum, Undang-undang No 5 tahun 2004
tentang perubahan atas Undang-undang No 14 tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung menggunakan isitlah penasehat
Hukum.Dapartemen Hukum dan Ham menggunakan istilah
pengacar Pengadian Tinggi menggunakan isitlah advokat dan
pengacara sedangkan Undang-undang No 18 tahun 2003
Menggunakan istilah advokat, di samping itu ada juga yang

menyebutnya dengan istilah pembela.

Istilah penasehat hukum merupakan istilah lama yang
mana Luhut M.P. Pangaribuan S.H. Mengandung kelememahan
yang sifatnya mendasar, pertama istilah penasehat secara
denotatif maupun konotatif bermakna pasif, kedua secara

normative sebagai mana diatur dalam RO seorang advocat en

19 Supriyadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia (

Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 57
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procureur dapat bertindak baik secara pasif maupun aktif dalam
mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya.”’

Advokat adalah mereka yang memberikan bantuan atau
nasehat baik dengan bergabung atau tidak sesuatu persekutuan
penasehat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak,
yang disebut sebagai pengacara atau advokat.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa
hukum, baik didalam maupun diluar pengadiln yang memenuhi
persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

Menurut Black's Law Dictionary, kata advokat berasal
dari kata latin yaitu advocare yang berarti: seseorang yang
membantu, mempertahankan, membela, membela orang lain.
seeorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan
berbicara untuk orang lain dihadapan pengadilan. Seseorang
yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik,
yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang
bersangkutan dihadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat,

atau pembicara untuk kasus-kasus.

20 Ishag, Pendidikan Keadvokatan ( Jakarta; Sinar Grafika, 2012), h. 1.
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Selanjutnya Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang
Advokat mendefinisikan advokat dalam pasal 1 angka (1)
sebagai berikut :

“ Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa
hokum baik di dalam mapun diluar pengadilan yang memenuhi
persyarata berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Dengan
demikian dapat disimpulkan cakupan advokat meliputi merekan

yang melakukan pekerjaan baik di pengadilan maupun di luar
pengadilan”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah
dijelaskan definisi advokat. Adapun yang dimaksud dengan
advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa bantuan
hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Lain halnya
dengan Luhut M . P .Pangaribuan yang menjelaskan bahwa
definisi Advokat adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan
berdassarkan keahlian (knowledge) untuk melayani masyarakat
secara independen dengan legitimasi kode etik yang ditentukan
oleh komunitas profesi.?!

Dalam konsep Hukum Islam, manusia kedudukannya
sama dihadapan hukum dan berhak memperoleh jaminan
keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban

hukum menjadi teori bagi tercapainya tujuan keadilan hukum itu

2! pasal 1 point 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
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sendiri. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah otoritas
pembuat hukum mutlak berada ditangan Allah, sedangkan
penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan
urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya
ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan
prinsip musyawarah.?

Implikasinya, segala proses penegakkan hukum dan
tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk
keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan
ketentuan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakkan
hukum Islam adalah teori tujuan hukum syara“ (magasid

syari "ah) yang dikemukakan Imam Asy-Syatibi.

Dalam praktik kepengacaraan di lembaga Pengadilan,
istilah Bantuan Hukum terkait dengan profesi Advokat. Advokat
yang berarti orang yang berprofesi memberikan jasa konsultasi
hukum dan/ Bantuan Hukum di dalam maupun di luar
Pengadilan, kini terkenal dengan sebutan pengacara (lawyer).

Adapun dalam Hukum Islam, Advokat berasal dari bahasa arab,

22 Didi kusnadi, Bantuan Hukum Dalam Islam, (Bandung: Pustaka Setia,
2012), h 29-30
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yakni al-mahamy, yang memiliki arti setara dengan pengacara
(lawyer) .

Allah menjelaskan dalam AL-Quran yang dalam surat

An-Nisa : 35 yaitu:
Gl 0o LS ol 0 LSS Tl Ul Blas 22> 05
T s Cle 08 AT B L 4T 5l o) T
Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan
antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika
kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah membari taufik kepada suami isteri itu.
Sesungguhnya  Allah Maha mengetahui lagi Maha
mengenal.(QS An-Nisa : 35)%

Seorang Advokat wajib mengutamakan kepentingan
kliennya terlebih dahulu daripada kepentingan dirinya sendiri.
Selanjutnya dalam menangani perkara-perkara perdata lebih
diutamakan melalui proses mediasi. Dalam kode etik Advokat,
seorang Advokat tidak dibenarkan dalam memberikan janji-janji
terhadap klien bahwa perkara akan dimenangkan ataupun janji-
janji lainnya yang bersifat harapan.

Advokat hanya dapat menjanjikan bahwa perkara

tersebut akan diurus dengan sebaik-baiknya dengan

8 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Dapartemen Agama

RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jatinegara: Jakarta: 2002) ,h. 85.
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menggunakan keahlian dan kemampuannya untuk melakukan
pembelaan dihadapan hukum. Advokat harus selalu memegang
rahasia jabatan tentang hal ikhwal yang diberitahukan oleh klien
terhadap dirinya secara kepercayaan dan wajib menjaga rahasia
tersebut walaupun telah berakhirnya hubungan antara Advokat
dan Kklien yang bersangkutan.

Dalam pandangan islam AL-Quran merupakan sumber
utama dan sumber pokok hukum islam. Khususnya bagi orang
islam tidak diperkenankan mengambil dasar hukum dan
jawaban atas problematikanya dari luar AL-Quran selama
hukum dan jawaban tersebut dapat ditemukan dalam nash-nash
AL-Quran. Dalam merumuskan semua hukum, manusia
diharuskan berpedoman dengan wawasan hukum AL-Quran,
dan penetapan serta perlawanan tehadap AL-Quran berarti suatu
bentuk pengingkaran terhadap kebenaran-kebenaran syariat
islam dan AL-Quran.

Allah SWT telah menjelaskan dalam AL-Quran :

SRV ST &5 Ty (e B 5 &34 GaTy G s el G )
() +0) Lasad G 1AL

Artinya : sesungguhnya kami telah menurunkan kitab

kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili

antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan
kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang
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tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang
khianat.(Q.S An Nisa :105)*

Janganlah bersikap meremehkan didalam meneliti haq
karena tertipu oleh pembicaraan orang-orang yang berkhianat
dan kepandaiannya di dalam berdebat, agar kamu tidak menjadi
penantang kebenaran demi membela yang berkhianat,
maksudnya tidak membela kesalahan orang lain.

Ada lima dimensi sebagai advokat yaitu:

1. Kemanusiaan dalam membela kliennya, advokat
Indonesia harus tetap bersaudara kepada rasa
kemanusiaan, sekalipun ia menerima imbalan berupa
legal fee atau honorarium dalam memberikan jasa-jasa
hukumnya tapi nilai kemanusiaan seyogyanya menjadi
prinsip dasar seorang advokat dalam membela kliennya.

2. Pertanggung jawaban moral, ada dua hal yang harus
senantiasa dipertimbangkan  dalam membela klien.
Pertama, dasar hukum dari perkara yang dihadapi.
Kedua, dasar moral dan etika dari perkara yang

ditanganinya.

% Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Dapartemen Agama

RI1, Al-Qur’an danTerjemahannya (Jatinegara: Jakarta: 2002) ,h. 96.
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3. Memperjuangkan tegaknya profesi advokat yang

mandiri, bebas, dan independen dari intervensi kekuasaan
dalam membela Kklien atau para pencari keadilan.
Advokat Indonesia menyadari bahwa hanya dengan
proses yang bebas (free legal profession) para advokat
akan bisa menjalankan profesinya dengan baik sesuai
dengan kode etiknya dalam memberikan pengabdian
kepada masyarakat.

. Membangun Negara hukum (rechstaat). Advokat
Indonesia harus menyadari bahwa profesi advokat hanya
bisa berfungsi dengan baik jika proses penegakkan
hukum atau (the due process of law dan fair trial) bisa
ditegakkan. Tegasnya advokat sebagai pemberi jasa
hukum baru berfungsi dan bermakna bagi masyarakat
jika proses advokat itu sendiri mampu berperan di dalam
menjalankan tegaknya proses hukum dan peradilan yang
jujur, objektif dan adil.

. Membangun demokrasi. Dimensi hanya bisa tegak dan
berjalan kokoh jika ditunjang Negara hukum yang

menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi
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manusia. Sebab, tanpa hukum demokrasi akan
berkembang menjadi anarki, di mana masyarakat akan
berbuat semaunya dan setiap orang menjadi serigala bagi
yang lain.

Persyaratan-persyaratan pengangkatan advokat diatur

Pasal 3 yang menyatakan bahwa “untuk dapat diangkat menjadi

advokat harus memenuhi persyartan sebagai berikut:

1.

2.

Warga Negara Republik Indonesia

Bertempat tinggal di Indonesia

Tidak bersetatus sebagai pegawai ngeri atau pejabat negara
Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun

Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi
hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1

Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat

Magang, sekurang-kuranya 2 tahun terus menerus pada
kantor advokat

Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau

lebih
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9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan

mempunyai integrasi yang tinggi.

B. Fungsi Dan Peran Advokat

Peran dan fungsi advokat dapat diketahui dari definisi
diatas, yaitu sebagai pemberi bantuan hukum yang dilakukan
baik dipengadilan dan diluar pengadilan, mencangkup seluruh
masalah publik maupun privat.

Secara normatif , Undang-undang  Advokat telah
menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum.
Menegakkan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan
hukum atau “reshtshanhaving” dari setiap pelanggaran atau
penyimpangan. Hukum diartikan dalam arti yang luas, baik
hukum sebagai produk kekuasaan publik (law as command of
the savereign).

Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang
mempunyai daya laku lebih kuat dibandingkan hukum lain.
Didapati hukum sebagai produk kekuasaan tenyata tidak sesuai
dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasarkan
fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan

hukum akan berwujud yaitu :
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1. Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap
kasus atau perkara

2. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan
tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan
individual dan social

3. Mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan
memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala
cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum,
apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka
advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas

“clemency” atau sekedar memohon keadilan.

Banyak orang beranggapan ruang lingkup pekerjaan
advokat hanya berkaitan dengan beracar di pengadialan atau
pekerjaan litigasi. Sebetulnya masih terdapat begitu banyak
pekerjaan advokat di luar bidang litigasi, yang disebut dengan
pekerjaan non-litigasi yang meliputi :

1. pemberian pelayanan hukum (legal service),
2. Nasihat hukum (legal advice),
3. Pendapat hukum (legal opinion),

4. Menyusun kontrak (legal drafting),
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5. Memberikan informasi hukum

6. Membela dan melindungi hak asasi manusia.

7. Memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma (pro bono
legal aid) kepada masyarakat yang tidak mampu dan
lemh.?

Bentuk bantuan non ligitasi lain yang diatur adalah
penyuluhan hukum: investigasi perkara, baik secara elektronik
maupun non elektronik; penelitian hukum; mediasi; negoisasi;
pemberdaya masyarakat; pendamping di luar pengadilan ; dan
drafting dokumen hukum.

Pekerjaan non-litigasi di indonesia memiliki kesamaan
denga tugas socilitor , yaitu mereka yang dapat melakukan
pekerjaan di bidang hukum tetapi tidak tampil di pengadilan.
Agak mirip dengan hal ini, fungsi advokat di Amerika serikat
dapat dibagi kedalam tiga jenis: advokat yang mewakili
pekerjaan dipengadilan; advokat sebagai penasihat; advokat
sebagai juru runding. Pada dasarnya tugas pokok penasehat
hukum (Jadvokat dan pengacar praktek) adalah untuk

memberikan legal opinion, serta nasihat hukum dalam rangka

® Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat (Jakarta : Penerbit
Erlangga, 2011) h. 20
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menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan
(beracara di pengadilan) penasihat hukum mengajukan atau membela
kepentingan kliennya.?

Dalam (undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang
advokat)

1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya
dilarang membedakan  perlakuan  terhadap  Klien
berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras,
atau latar belakang sosial dan budaya.

2. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam
membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan
atau masyarakat.

Peran dan fungsi advokat tidak akan lepas dari yang
namanya penegakan hukum, khususnya di Indonesia. Pola
penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan
masyarakat, tempat hukum itu berlaku atau diberlakukan (locus
tempus). Dalam masyarakat yang sederhana,pola penegakan
hukumnya dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan prosedur

yang sedehana pula, namun dalam perkembangan masyarakat

% C.S.T Kansil, Pokok-pokok Profesi Hukum (Jakarta:Pradya Pramita,
2003) h.58.
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yang modern atau bisa dikatakan sedikit lebih maju
perkembangannya yang memiliki tingkat rasionalitas dan tingkat
spesialisasi dan differensiasi yang begitu tinggi,pengognisasian
penegakan hukum menjadi lebih kompleks dan birokratis dalam
proses penegakan hukumnya.

Sebagai akibatnya, penegakan hukum bukan lagi
berbicara tentang orang yang menjadi apaarat penegak hukum
tersebuttapi  juga  organisasi yang  mengatur  dan
mengoprasionalisasikan proses penegakan hukum tersebut.
Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang mempunyai daya
laku bisa lebih kuat dibanding hukum yang lain. Banyak didapati
hukum yang ada sebagai produk dari sebuah kekuasaan tidak
sesuaidengan kenyataanya dengan hukum yang nyata di
masyarakat.

Maka berdasarkan pada fenomena tersebut, fungsi dan
peranan advokat dalam upaya penegakan hukum menurut
ketentuan pasal 5 ayat (1) undang-undang no.18 tahun 2003
tentang advokat dan lainnya adalah secara garis besar sebagai

berikut:
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1. Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan

mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturn
perundang-undangan. Artinya profesi advokat bisa

disamakan dengan.

. kedudukan penegak hukum lainnya dalammenegakan

hukum dan keadilan.

Memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang
membutuhkan dengan tidak boleh membedakan antara
ras, suku, dan agama dalam melakukan praktek
penegakan hukum tersebut.

Menjunjung tinggi nilai keadilan dan morlitas serta

kebenaran.

. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.

Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat
terhadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus
(continues legal education) untuk memperluas wawasan
keilmuannya.

Membela kepentingan klien (litigsi) diluar pengadilan
dan mewakili klien di muka pengadilan (legal

representation).
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10.

11.

12.

13.
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Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada
masyarakat yang lemah da tidak mampu (pro bono
publico).

Memberikan pelayanan hukum (legal service), konsultasi
hukum (legal consultation), nasehat hukum (legal
advice), pendapat hukum (legal opinion), informasi
hukum (legal information), dan dan menyusun kontrak-
kontrak atau perjanjian (legaldrafting).

Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka
menegakan hukum, keadilan, dankebenaran.

Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan,
derajat, dan martabat advokat.

Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan
teman sejawat.

Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai
dengan maksud dan tujuanorganisasi advokat.

Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik

advokat, baik secara nasional maupun internasional.

14. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan

yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi
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pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan

Kehormatan Asosiasi Advokat.?’

Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (advokat
dan pengacara praktek) adalah untuk memberikan legal opinion,
serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari
konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di
pengadilan) penasihat huku mengajukan atau membela
kepentingan kliennya.?®

Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok
penasihat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan
yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam
perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim
untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.Tugas advokat
bukanlah merupakan pekerjaan (vocation beroep), tetapi lebih
merupakan profesi. Profesi advokat disebut sebagai profesi mulia
(officium nobile) sebagaimana hakim, jaksa, dan polisi yang
wajib melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa

terkecuali. Advokat tidak bisa membeda-bedakan latar belakang

27 pasal 5 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
8 C. S. T. Kansil, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum (Jakarta: Pradnya
Paramita, 2003) h.58.
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ras, warna kulit, agama, budaya, kaya-miskin, keyakinan politik
dan gender.

Peran advokat ini meliputi unsur manusia dengan kualitas
dan kualifikasi tertentu yang diperlukan untuk menjalankan
tugas profesinya. Selain itu, advokat juga dapat dilihat sebagai
institusi atau organisasi profesi yang bertanggung jawab dalam
mengelola profesi advokat serta memastikan bahwa setiap
advokat memiliki kualitas dan kualifikasi yang ditentukan.?
Mengikuti konsep trias politica tentang pemisahan kekuasaan
Negara, maka hakim sebagai penegak hukum menjalankan
kekusaan yudikatif, jaksa dan polisi menjalankan kekuasaan
ekseutif. Disini  diperoleh gambaran hakim  mewakili
kepentingan pemerintah. Sedangkan advokat tidak termasuk
dalam lingkup kekuasaan Negara (eksekutif, legisltif, dan
yuikatif).

Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan
fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan

masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan Negara

2 Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat (Jakarta : Penerbit
Erlangga, 2011) h. 20.
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(yudikatif dan eksekutif). Sebagai konsekuensi dari konsep
tersebut, maka hakim dikonsepsikan memiliki kedudukan yang
objektif dengan cara berfikir yang objektif pula sebab mewakili
kekuasaan Negara dibidang yudikatif. Oleh sebab itu, dalam
setiap memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara,
seorang hakim selain wajib mengikuti peraturan perundang-
undangan harus pul menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan
berkembang ditengah-tengah masyarakat

Jaksa dan polisi dikonsepsikan memiliki kedudukan yang
subjektif dengan cara berfikir yang subjektif pula sebab
mewakili kepentingan pemerintah (eksekutif). Untuk itu, bila
terjadi pelanggaran hukum (undang-undang), maka undang-
undang, maka jaksa dan polisi diberikan kwenangan oleh
undang-undang.

Sedangkan advokat dikonsepsikan memiliki kedudukan
yang subjektif dengan cara berfikir yang objektif. Kedudukan
subjektif advokat ini sebab iya mewakili kepentingan masyarakat
(klien) untuk membela hak-hak hukumnya. Namun, dalam
membela hak-hak tersebut, cara berfikir advokat harus objektif

menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dab kode etik
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profesi advokat. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan
diantaranya, advokat boleh menolak menangani pekara yang
menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang
memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan
kemenangan kepada Klien.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum
dalam kehidupan bermsyarakat dan bernegara, peran dan fungsi
advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung
jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga
peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan
kejaksaan. Melalui jasa hukum vyang diberikan, advokat
menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan
berdasarkn hukum untuk kepentingan masyarakat pencari
keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat sebagai
salah satu unsure sisteam peradilan merupakan salah satu pilar
dalam menegkkan supermasi hukum dan hak assi manusia.

Selain dalam poroses peradilan, peran advokat juga
terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum
advokat di luar proses perdilan pada saat sekarang semakin

meningkat, sejalan dengan semakin berkebangnya kebutuhan
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hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang
semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui
pemberian jasa konsultasi, negoisasi maupun dalam pembuatan
kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut member
sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta
pembaharuan hukum nasional khususnya dibidang ekonomi dan
perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa diluar
pengadilan.

Kendati keberadaan dan fungsi advokat sudah
berkembang sebagaimana dikemukakan, peraturan perundang-
undangan yang mengatur institusi Advokat sampai Saat
dibentuknya undang-undang ini masih berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan peninggalan zaman colonial,
seperti ditemukan dalam Reglement op de Rechterlijke
Organisatie en het Beleid derJustitie in Indonesia (Stb. 1847 : 23
jo. Stb. 1848 : 57), pasal 185 sampai pasal 192 dengan segala
perubahan dan penambahannya kemudian, Bepalingen
betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der
Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 : 8),

Bevoegdheid department hoofd in burgelijke zaken van land
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(Stb. 1910 : 4460 jo. Sth. 1922 : 523), dan Vertegenwoordiging

van de land in rechten (K.B.S 1992 : 522).%

C. Tugas Advokat

Pada dasarnya tugas pokok penasihat hukum (advokat
dan pengacara) adalah unutk memberikan legal opinion, serta
nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik,
sedangkan dilembaga peradilan penasihat hukum mengajukan
atau membela kepentingan kliennya.

Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok
penasihat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan
yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam
perkra tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim
untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW bersabda:

)n_».u,mjuw.duﬁ\ due&%u‘: \‘;m@m K
AnE 6 W G &I 5 hal Cais wsu\ 134 ‘m\d}u)u
u.l\ e ;L.u.ﬂ\} JJ\J}J\}JAA‘ b‘j)) bLI\ d).s.a.l J \JS (J.LJ | L’\A

(le

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW, telah
bersabda: tolonglah saudaramu yang telah berbuat zalim
ataupun yang dizalimi. Kemudian mereka berkata: Ya
Rasulullah, bukankan merupkan suatu kedzaliman jika

% Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun
2003 tentang advokat.
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kami menolong orang yang telah berbuat dzalim?

Kemudian beliau menjawab, segahlah mereka dari

perbuatan zalim, maka kamu telah menolong dia keluar

dari kedzaliman itu. (Hadits riwayat Ahmad dan Abu

Dawud dan Anasai dari Ibnu Abbas r.a)*

Tugas pokok bukanlah merupakan pekerjaan (vocation
beroep), tetapi lebih merupakan profesi. Profesi advokat disebut
sebagai profesi mulia (officium nobile) sebagaimana hakim,
jaksa, dan polisi yang wajib melakukan pembelaan kepada
semua orang tanpa terkecuali. Advokat tidak bisa membeda-
bedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, kaya-
miskin, keyakinan politik dan gendre. Profesi advokat ini
meliputi unsur manusia dengan kualitas dan kualifikasi tertentu
yang diperlukan untuk menjalankan tugas profesinya. Selain itu,
advokat juga dapat dilihat sebagai institusi atau organisasi
profesi yang bertanggung jawab dalam mengelola profesi
advokat serta memastikan bahwa setiap advokat memiliki kulitas
dan kualifikasi yang ditentukan.

Advokat sebagai profesi mulia yang dalam menjalankan

profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-

s .Syahfiqti Nugrahemi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas

Advokat, Dalam Pembelaan Klien, dalam Hadits dari Ibnu Abbas r.a
diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasi .
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undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan pada
kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh pada
kemandirian. Kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Dalam
usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi
advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung
jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga penegak
hukum lainnya seperti pengadilan, jaksa, dan kepolisian. Melalui
jasa hukum vyang diberikan, advokat menjalankan tugas
profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk
kepentingan masyarakat terkhusus pencari keadilan, termasuk
usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak
fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah
satu unsur system peradilan merupakan salah satu pilar dalam

menegakkan supermasi hukum dan hak asasi manusia.*

D. Kode Etik Advokat
Kode etik dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau

nilai moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu

%2 http.repositori.uin-alaudin.ac.id>...PDF Hasil web peran advokat

dalam memberikan pelayanan...-Repositori UIN Alaudin. Tgl 22 februari 2019.
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kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau dalam kata lain
kumpulan asas dan nilai moral tadi dapat juga disebut sebagai
kode etik. Dan sebelumnya juga telah dijelaskan mengenai
pengertian profesi, yaitu sebagai pekerjaan tetap dibidang
tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara
bertnggung jawabdengan tujuan memperoleh penghasilan.
Sehingga kode etik profesi dapat diartikan sebagai kumpulan
asas atau nilai moral yang menjadi pegangan bagi suatu proses
tertentu dalam mengatur tingkah lakunya.

Kode etik advokat juga disebut sebagai etika profesi
advokat. Dalam istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “ethos”
yang berarti cara berfikir, kebiasaan, adat, perasaan, dan Sikap.
Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, adat beberapa
pengertian yang dapat dipakai untuk kata Etika, antara lain:

1. Etika sebagai nilai nilai atau norma-norma moral yang
menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompokuntuk
berSikap dan bertindak (untuk mengatur tingkah
lakunya.)

2. Etika sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan

dengan akhlak atau moral.



65

3. Etika sebagai ilmu tentangyang baik dan yang burukyang
diterima dalam suatu masyarakat,menjadi bahan refleksi
yg diteliti secara sistematis dan metodis.

Beberapa pendapat tentang pengertian kode etik advokat
diantaranya:

1. Menurut Muhammad Sanusi mendefinisikan kode etik
advokat sebagai ketentuan atau norma yang mengatur
Sikap, perilaku dan perbuatan yang boleh atau tidak
boleh dilakukan seorang penasehat hukum dalam
menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara
di muka pengadilan, maupun di luar pengadilan.

2. Sidharta berpendapat bahwa kode etik profesi adalah
seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang
harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.

3. Dalam kode etik advokat Indonesia tahun 2002,
dijelaskan bahwa kode etik advokat indonesia adalah
sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi,
yang menjamin dan melindungi namun membedakan
kewajiaban kepada setiap advokat untuk jujur dan

bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik



66

kepada klien, pengadilan, negara, UUD, lawan

berperkara,rekan advokat atau masyarakat dan terutama

kepada dirinya sendiri.*®

Dengan demikian kode etik advokat, diartikan sebagai
pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam
interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat
lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik
sisalam maupun diluar pengadilan.

Fungsi kode etik adalah sebagai kontrol untuk
membatasikebebasan profesional untuk melindungi kepentingan
hukum dan tentu kepentingan masyarakat yang dilayani
pengemban profesi. Subekti menilai bahwa “fungsi dan tujuan
kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau
memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang
perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan materil para
anggotanya’.

Sedangkan peran kode etik dapat digariskan:

1. Kode Etik ditunjukan untuk melindungi anggota-anggotanya

dalammenghadapi tindakan-tindakan yang tidak jujur,

%% http://haposanrendynaibaho.blogspot.com/p/advokat.html tgl 23 feruari

2019


http://haposanrendynaibaho.blogspot.com/p/advokat.html
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2. Kode Etik mengatur hubungan antar anggota,

3. Kode Etik sebagai pelindung dari campurtangan pihat luat
ataupun perlakuan yang tidak adil,

4. KodeEtik meningkatkan pengembangan kwalitas
profesidalam praktek, yang sesuai dengan cita-cita
masyarakat,

5. Kode Etik mengatur hubungan antara profesi dengan
pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat
umum.*

Advokat sebagai profesi terhormat (office mobile) yang
dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan
hukum, undang-undang dan Kode-Etik, memiliki kebebasan
yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat
yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran,
kerahasiaan dan keterbukaan.

Bahwa profesi Advokat adalah salah selaku penegak
hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya,
oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara

teman sejawat dan juga antar para penegak hukum lainnya.

*3% _http//ahmad080891.blogspot.com/html tgl 24 februari 2019
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Oleh karena itu juga, setiap advokat harus menjaga citra
martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi
Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi
olen Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang
eksistensinya telah dan diakuisetiap Advokat tanpamelihat dari
organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota,
yang pada saat mengucapkan sumpah prosesinya tersirat
pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang
bedrlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah
sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang
menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban
kepada setiap anggota Advokat untuk jujur dan bertanggung
jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada Klien,
pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya
sendiri.®

Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan

% Kode Etik Advokat Indonesia(KEAI), Pembukaan,tahun 2002
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zaman. Kode etik merupakan hasil pengaturan diri profesi yang
bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang
tidak dapat dipaksakan dari luar.®

Tiap profesi advokat menggunakan sistem etika terutama
untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin
tatakerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa
dijadikan acuan bagi profesional untuk menyelesaikan dilema
etika saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari-
hari, sistem etika tersebut juga bisa dijadikan parameter bagi
problematika profesi pada umumnya, seperti kewajiban menjaga
kerahasiaan dalam hubungan klien, komplik anggota profesi,
serta yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial.*’

Kode etik dapat dijadikan rambu-rambu bagi advokat
dalam menentukan pelanggaran hukum secara objektif.
Bagaimanapun, hukum adalah hukum. Jika terjadi perbedaan

interprestasi, hukum dengan tegas dan tanpa ragu-ragu

menyatakan suatu tindakan legal dan illegal.

%€ Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2006), h.77

%7 Binzid Kadapi, dkk, Advokat Mencari Ligitimasi, (Indonesia: Pusat
Studi Hukum dan Kebijakan 9, Cetakan I11 2002), h.18.
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Uraian mengenai Kode Etik Advokat meliputi:

Etika Kepribadian Advokat

a.

b.

Berjiwa pancasila;

Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Menjunjung tinggi hukum dan sumpah jabatan;
Bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum
tanpa membedakan agama, suku, keturunan,
kedudukan sosial, keyakinan politik;

Tidak semata-mata mencari imbalan materil, tetapi
terutama untuk turut menegakkan hukum,
keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur
dan bertanggung jawab;

Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak
dipengaruhi oleh siapapun dan wajib menjunjung
tinggi hak asasi manusia dalam Negara Hukum
Indonesia;

Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat
dan wajib membela secara Cuma-Cuma teman
sejawat yang diajukan sebagai tersangka dalam

perkara pidana;
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h. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat
merugikan kebebasan, derajat dan martabat
advokat, senantiasa menjunjung tinggi profesi
advokat sebagai profesi terhormat;

i. BerSikap correct dan sopan terhadap pejabat
penegak hukum, sesama advokat, dan masyarakat,
sertan mempertahankan hak dan martabat advokat
diforum manapun juga.

2. Etika Melakukan Tugas Jabatan
Sebagai pejabat penasihat hukum dalam melakukan
tugas jabatannya, advokat :

a. Tidak memasang iklan untuk menarik perhatian, dan
tidak memasang papan nama dengan ukuran dan
bentuk istimewa;

b. Tidak menawarkan jasa kepada klien secara langsung
atau tidak langsung melalui perantara, melainkan
harus menunggu permintaan;

c. Tidak mengadakan kantor cabang ditempat yang
merugikan kedudukan advokat, misalnya dirumah

atau dikantor seorang bukan advokat;
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Menerima perkara sedapat mungkin berhubungan
langsung dengan Kklien dan menerima semua
keterangan dari klien sendiri;

Tidak mengzinkan pencantuman namanya di papan
nama, iklan, atau cara lain oleh orang bukan advokat
tetapi memperkenalkan diri sebagai wakil advokat;
Tidak  mengizinkan ~ karyawan yang tidak
berkualifikasi untuk mengurus sendiri perkara,
melainkan nasihat kepada klien secara lisan atau
tertulis;

Tidak mempublikasikan diri melalui media masa
untuk menarik perhatian masyarakat mengenai
perkara yang sedang ditanganinya, kecuali untuk
meneggakkan  prinsip  hukum  yang  wajib

diperjuangkan oleh semua advokat;

. Tidak mengizinkan advokat mantan hakim/panitera

menangani perkara di pengadilan yang bersangkutan
selama tiga tahun sejak dia diberhentikan dari

pengadilan tersebut.*®

%8 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2018), h.96.
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3. Etika Pelayanan Terhadap Klien

a.

Advokat dalam mengurus perkara mendahulukan
klien dari pada kepentingan pribadinya;

Advokat dalam menyelesaikan perkaranya harus
mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;
Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan
yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara
yang sedang diurusnya.

Advokat tidak dibenarkan menjamin terhadap
kliennya bahwa perkara akan dimenangkan;

Advokat dilarang menetapklan syarat-syarat, yang
membatasi kebebasan klien untuk mempercayakan
kepentingan-kepentingannya kepada advokat lain;
Advokat mempunyai hak retensi terhadap Kklien,
tetapi hak retensi itu tidak dapat digunakan, apabila
demikian kepentingan klien akan dirugikan;

Advokat harus menentukan honorarium dalam batas-
batas yang layak dengan mengingat kemampuan

klien;



h. Advokat harus selalu memegang rahasia jabatan
tentang apa yang diberitahukan kepadanya oleh klien
secara kepercayaan dengan ketentuan bahwa
kewajiban menjaga rahasia ini berlangsung terus
setelah berakhirnya hubungan advokat dengan klien;

i. Advokat tidak boleh melepaskan tugas yang
dibebankan kepadanya pada saat-saat yang tidak
menguntungkan bagi klien atau apabila pelepasan
tugas itu akan menimbulkan kerugian bagi klien yang
tidak dapat diperbaiki lagi;

J. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari
dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri
sepenuhnya  dari pengurusan kepentingan-
kepentingan tersebut, apabila kemudian timbul
pertentangan kepentingan di antara pihak-pihak yang
bersangkutan.

4. Etika Hubungan Sesama Rekan Advokat

a. Antara Advokat harus ada hubungan yang harmonis

berdasarkan  Sikap  saling menghargai  dan

mempercayai;
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. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika
berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan,
hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak
sopan atau yang dapat menyakiti hati;
Keberatan-keberatan  terhadap teman  advokat
mengenai  sesuatu  tindakan yang  dianggap
bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus
dikemukakan kepada Dewan Kehormatan Cabang
setempat sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

. Advokat tidak diperkenankan menarik seorang klien
dari rekan advokat;

. Jika seseorang telah mem,punyai advokat lain sebagai
penasihat tetap, maka hanya dengan sepengetahuan
teman tadi, advokat dapat menasehati orang itu dalam
perkara-perkara tertentu atau menjalankan perkara
untuk orang tersebut;

Jika klien hendak berganti advokat, advokat yang
baru dipilih tadi dapat menerima perkara itu, setelah
terlebih dahulu advokat yang lama memberikan

keterangan bahwa klien telah memenuhi semua



kewajibannya terhadap advokat yang lama termasuk
kewajiban keuangan;

g. Dalam hal tindakan yang tidak dapat ditunda seperti
naiuk banding atau kasasi, jika ada bahaya bahwa
waktu itu akan lewat, advokat yang baru selalu
diperbolehkan melakukan tindakan itu;

h. Setelah suatu perkara diserahkan kepada teman
sejawat, maka advokat semula wajib memberikan
kepadanya selekas mungkin semua surat dan
keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu.

5. Cara bertindak seorang advokat dalam menangani
perkara

a. Surat-surat yang dikirim oleh seorang advokat kepada
advokat lain dalam suatu perkara, pada umumnya
tidak dibenarkan ditunjukan kepada hakim kecuali
apabiula dianggap perlu itikad baik buruk dari pihak
lawan;

b. Surat-surat yang ditulis Sans Prejudicesama sekali

tidak dibenarkan ditunjukan kepada hakim;
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Isi pembicaraan atau korespondensi ke arah
perdamaian akan tetapi tidak berhasil, tidak
dibenarkan untuk digunakan sebagai alasan terhadap
lawan dalam perkara dimuka pengadilan.

Advokat tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi
pihak lawan untuk mendengar mereka dalam perkara
yang bersangkutan;

Di dalam suatu perkara yang sedang berjalan,
advokat hanya dapat menghubungi hakim bersama-
sama dengan Advokat pihak lawan. Dalam hal
menyampaikan surat hendaknya seketika itu juga
dikirimpak kepada advokat pihak lawan tembusan
surat tersebut;

Advokat tidak diperkenankan mengajukan surat
kepada hakim atau menambah catatan-catatan pada
berkas didalam/diluar sidang meskipun hanya berarti
adinformandum, jika hal ini tidak diberitahukan
kepada advokat pihak lawan dengan memberikan
waktu yang layak, sehingga ia dapat mempelajari

dengan menanggapi surat-surat itu;
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. Surat-surat yang diterima oleh advokat untuk dilihat

dari advokat lawannya dengan tidak seizinnya tidak
boleh diberikan kepada kliennya, atau kepada pihak

ketiga walaupun mereka adalah teman sejawat;

. Jika seorang advokat mengetahui, bahwa seorang

mempunyai advokat, maka hubungan dengan orang
itu mengenai perkara tertentu hanya dapat dilakukan
dengan jalan mencari hubungan secara lisan atau
tertulis dengan advokatnya terlebih dahulu dan tidak
diperkenankan untuk diluar pengetahuan advokatnya
mengadakan hubungan yang dimaksud;

Jika seorang advokat harus berbicara dengan klien
dari seorang teman sejawat tentang soal lain, maka ia
tidak dibenarkan menyinggung perkara dalam mana
klien itu dibantu oleh teman sejawat itu;

Advokat harus menyelesaikan keuangan perkara yang
dikerjakannya dengan perantaraan advokat pihak
lawan, bukan langsung dengan pihak lawan itu
sendiri, kecuali setelah ia membicarakan hal itu

dengan  atau  setidak-tidaknya  setelah la
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memberitahukannya kepada advokat pihak lawan itu.
Ketentuan ini terutama berlaku untuk pembayaran-
pembayaran kepada pihak lawan.

k. Bilamana menerima pembayaran dari pihak lawan
hendaknya hal tersebut segera dilaporkan kepada
advokat pihak lawan tersebut.®

6. Etika Pengawasan Terhadap Advokat

a. Pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan
Kode Etik Advokat dilakukan oleh Dewan
Kehormatan baik di cabang maupun dipusat dengan
acara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan
sendiri;

b. Tidak satu pasal pun dalan Kode Etik Advokat ini
yang memberikan wewenang kepada badan lain
selain Dewan Kehormatan untuk menghukum
pelanggaran atas pasal-pasal dalam Kode Etik
Advokat ini oleh seorang advokat;

c. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Advokat

ini dan atau pun penyempurnaannya diserahkan

% C.S.T Kansil,Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, (Jakarta, Pradya
Pramita, 2003) . h.57



kepada Dewan  Kehormatan  Pusat  untuk
melaksanakannya dengan kewajiban melaporkannya
kepada Munas yang berikutnya.
Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat, Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat yaitu:

1. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi
Advokat, disusun Kode Etik Profesi Advokat oleh
organisasi advokat.

2. Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Profesi
Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan
Organisasi Advokat.

3. Kode Etik Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

4. Pengawas atas pelaksanaan Kode Etik Profesi Advokat
dilakukan oleh Organisasi Advokat.

5. Dewan Kehormatan organisasi Advokat memeriksa dan
mengadili pelanggaran Kode Etik Advokat berdasarkan

tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
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6. Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak
menghilangkan  tanggung jawab pidana apabila
pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Advokat

mengandung unsur pidana.

E. Hak Dan Kewajiban Advokat
1. Hak Seorang Advokat

Dalam kehidupan bersosial, kita tidak dapat
melepaskan hubungan antara hak dan kewajiban. Begitu
halnya dengan profesi advokat sebagai salah satu penegak
hukum, seorang advokat juga mempunyai hak dan kewajiban
yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 yang di tuangkan pada Bab IV diantaranya:

Pasal 14 “ Advokat bebas mengeluarkan pendapat
atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi
tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan
berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-
undangan”.

Bebas yang dimaksud dalam Pasal 14, yaitu tanpa

adanya tekanan, ancaman, hambatan, tanpa adanya rasa
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takut, dan/atau perlakuan yang merendahkan harkat dan
martabat profesi advokat.

Pasal 15 “ advokat bebas menjalankan tugas
profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung
jawab di dalam sidang pengadilan dengan berpegang pada
kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 16 “ Advokat tidak dapat dituntut secara
perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya
dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam
siding pengadilan”.

Pasal 17 “ Dalam menjalankan profesinya, advokat
berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya,
baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang
berwenang dengan kepentingan terebut yang diperlukan
untuk pembelaan kepentingan Kkliennya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan”.

Hak imunitas adalah kekebalan seorang advokat
dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya
bahwa ia tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun

perdata dalam ketika menjalankan profesinya itu. Dengan
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adanya hak imunitas ini menjadikan advokat dapat leluasa
membela kepentingan kliennya dalam siding pengadilan.
Selanjutnya untuk keperluan tersebut advokat berhak untuk
menghadap dan menghadiri semua persidangan. Menghadapi
instansi-instansi pemerintahan, swasta, militer, sipil, guna
kepentingan pengurusan, penyelesaian pembelaan ataupun
pembelaan perkara orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam hal keperdataan ia berhak mengadakan dan
membuat kesimpulan, tanggapan, membuat surat somasi,
menghadirkan saksi-saksi, menolak aksi-saksi lawan,
mengajukan bukti-bukti, menolak perdamaian,
menandatangani, serta mengajukan sita jaminan, melakukan
banding, kasasi, peninjauan kembali, mengajukan surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan gugatan tersebut diatas,
membuat, menanggapi dan memberikan  penjelasan
selengkapnya yang berkaitan dengan perkara yang
ditanganinya.

Tegasnya advokat sebagai penerima kuasa berhak
melakukan segala upaya hukum lainnya dalam perkara

tersebut guna kepentingan pemberian kuasa, sepanjang tidak
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bertentangan dengan hukum. Dan atas semua itu advokat
tidak dapat dituntut secara hukum dan ia tidak dapat
diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien
oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah membuat
pernyataan-pernyataan baik secara lisanmaupun tulisan
dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab dalam
siding pengadilan sesuai kapasitasnya sebagai seorang
advokat. Sedangkan kebebasan dalam menjalankan tugasnya
adalah upaya dirinya dalam melakukan pembelaan scara
hukum baik didalam persidangan maupun diluar
persidangan. Advokat tidak bisa dituntut secara perdata
maupun pidana dalam menjalankan perkara karena
mempunyai hak imunitas atau kekebalan hukum dalam
menjalankan profesinya.

Hak memperoleh informasi berkas dan dokumen
Klien terhadap perkara yang dihadapinya merupakan
kemutlakan atas diri advokat, baik karena kepentingan
menjalankan tugas profesinya maupun karena kepentingan

dalam menyelesaikan perkara pengadilan. Dalam hal perkara
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pidana dalam hal ini adalah pada tingkatan pemeriksaan di
kepolisian, ia berhak untuk mengetahui kedudukan, tuntutan
yang disangkakan terhadap kliennya dan segala berita acara
yang ada di kepolisian menyangkut hubungannya dengan
kliennya. Bahkan menyangkut keadaan kondisi kliennya.

Selanjutnya untuk keperluan tersebut advokat sebagai
penerima kuasa berhak untuk meminta informasi terhadap
instansi-instansi,  jawatan-jawatan, hakim-hakim, atau
panitera, pejabat instansi-instansi pemerintah, swasta, militer,
sipil, guna kepentingan pengurusan, penyelesaian pembelaan
atau perkara orang yang menjadi tanggung jawabnya.
Kewajiban Seorang Advokat

Disamping memperoleh hak, seorang advokat juga
mempunyai kewajiban untuk berSikap professional dalam
menjalankan tugas profesinya sebagai salah satu elemen
penting penegak hukum. Sehingga advokat bisa
melaksanakan tugas dan profesinya dalam rangka penegakan
supermasi hukum dan keadilan. Sudah barang tentu bila hal
tersebut sejalan antara hak dan kewajiban dalam

menjalankan tugas profesinya sebagai advokat.
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Sebagai seorang advokat, advokat mempunyai

kewajiaban yang harus dijalankan sebagai peneggak hukum,

agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap

kode etik profesinya, sesuai dengan Undang-Undang yang

mengatur diantaranya :

a.

Menjunjung Kode Etika Profesi (pasal 26 UU No.18
Tahun 2003)

Menegakkan hukum termasuk supermasi hukum dan hak
asasi manusia.

Bersungguh-sungguh  melindungi  dan  membela
kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang
telah mereka janjikan.

Wajib Merahasiakan segala sesuatu yang dikethui atau
diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya,
kecuali ditentukan oleh Undang-undang.

Bertingkah laku sesuai dengan kehormatan, martabat,
dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban
sebagai advokat.

Member bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi klien

yang tidak mampu.
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. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang
membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis
kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar
belakang social budaya.

. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi
Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan
Organisasi Advokat.

Berdasarkan KEAI, kewajiban advokat antara lain :
Memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat
(pasal 3 huruf d)

Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang
diduga atau didakwa sesuatu perkara pidana baik atas
permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi
profesi (pasal 3 huruf e)

BerSikap sopan terhadap semua teman sejawat dan
mempertahankan martabat advokat (pasal 4 huruf d)
Dalam menentukan honorarium, wajib
mempertimbangkan kemampuan Kklien (pasal 4 huruf d)
Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang

diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap
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menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir
hubungannya dengan klien (pasal 4 huruf h)

f. Memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan
diurus advokat baru dengan memperhatikan hak retensi
(pasal 5 huruf f)

g. Wajib memberikan bntuan hukum Cuma-Cuma kepada
orang yang tidak mampu (pasal 7 huruf h)

h. Menyampaikan  pemberitahuan  tentang  putusan
pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada
Klien (pasal 7 huruf i)

Berdasarkan KEAI (Kode Etik Advokat Indonesia)
dan Undang-Undang Advokat dalam menjalankan
profesinya, advokat mempunyai kewajiban baik terhadap
sesame advokat, masyarakat maupun Klien. Kewajiban ini
seyogyanya dilaksanakan advokat agar kehormatan advokat
tetap terjaga dalam masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak
dilaksanakan, advokat yang bersangkutan dapat dikenai
hukuman sesuai dengan ketentuan KEAI. Tentu saja
pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi

dengan mengacu pada jenis hukuman.
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